
WALIKOirrA lvIOJOKERTO 

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO 

NOMOR 39 TAHUN 2008 

TENT ANG 

RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI 
_ KEC.11.MA"rAN KOTA MOJOKERTO 

WALl'<OTA MOJOKERTO, 

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Mojokerto 
Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan, maka 
dipandang perlu menetapkan Rincian Tugas Pokok dan Fungsi 
Kecamatan di linqkunqan Pemerintah Kola Mojokerto dengan 

�- menuanqkannya dalarn Peraturan Walikota Mojokerto. · 

Mengingat : 1. Undanq-Undanq Nornor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah Kata Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa 
Tenqah/Jawa Barat; 

2. Undanq-Undanq Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 
Kepegawaian (Lembaga Negara Tahun 1974 Nomor 55, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaiinana telah 
diubah denqan Undang-Undanq Nomor 43 Tahun 1999 
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembarar, 
Negara Nomor �1890); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

• 
Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Negara Repubfik Indonesia 
Nomor 4286); 

. . 

- 

• 

• 

• 

• 

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
• 

Peraturan Perundanq-undanqan (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Norr,or 125, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 
Nornor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ; 

• 



?. 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1.982 tentang Perubahan 
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II (Lemtiaran Negara 
Republik lndonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan l.embaran 
Negara Republil< Indonesia Nomor 3242); 

7. Peraturan Pernerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan l.ernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian · 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lernbaran Negara 
Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

9. Peraturan Pernerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 
Peranqkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor4741); 

10. Peraturan Pemerlntah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman 
Organisasi Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia .. 
Tahun 2008 .Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik 
lndonesla Nornor 4826); 

11. Peraturan Menter! Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Oaerah, sebagairnana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 
2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

• 

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penqelolaan Keuangan 
Daerah; 

12. Peraturan Menter! Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang 
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 

13. Peraturan Daerah Kata Mojokerto Nomor 2 Tahun 2008 tentang 
Urusan Pemerintahan Daerah Kata Mojokerto; 

14. Peraturan Daerah Kata Mojokerto Nomor 6 Tahun 2008 tentang . 
Orqanlsasi Kecarnatan. 

MEMUTUSKAN: 
\ 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG RINCIAN 
TUGAS POKOK DAN FUNGSJ KECAMATAN KOTA MOJOKERTO 

• 
• 

• 

• 

• 

• 



• 
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BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan : 

1. Kota adalah Kota Mojokerto; 

2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto; 

3. Walikota adalah Walikota Mojokerto; 

4. Sekretaris Daerah Kota adalah Sekretaris Daerah Kota 
Mojokerto; 

5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat 
Daorah Kota Mojokerto; 

6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sel:iagai Perapqkat Daerah 
Kota Mojokerto dalam wilayah kerja Kecamatan; 

7 Camat adalah Camat di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto; 

8. Lurah adalah l.urah di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto. 
� ..... 

. . 

BAB II 

SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal2 

("I) Susunan organisasi Kecamatan terdiri atas : 

a. Camat; 

IJ. Sekretariat ; 

c. Seksi Tata Pemerintahan ; 

d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum ; 

e. Seksi Perekonomian, Fisik dan Prasarana Wilayah ; 

f. Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat ; 

g. · Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) dipirnpin oleh 
Sekretaris Camat sedangkan Seksi dipirnpin oleh Kepala Seksi 
yang masing-n1asing berada dibawah dan bertanggung jawab 
kepada Camat. 

(3) Bagan susunan organisasi Kecamatan adalah sebagaimarra 
tercantum dalarn larnplran Peraturan Walikota ini. 

• 

' 

' 

• 
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Pasal3 

(1) Cam at mempunyai tugas urnurn pemerintahan terdiri atas : 

a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan rnasyarakat 
yang meliputi : 

• 
1. Mendorong partrsipasi masyarakat untuk ikut serta 

dalarn perencanaan pembangunan lingkup kecamatan 
dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan . • 
di kelurahan dan kecamatan; 

2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 
keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta 
yang mempunyai program kerja dan kegiatan 
pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan; 

3. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan 
pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik 
yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun 
swasta; 

4. Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan 
••• masyarakat sesuai dengan peraturan perundang- .. 

undanqan: 

5. Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan 
masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada walikota 
denqan tembusan kepada satuan kerja perangkat 
daerah yang membidangi urusan pemberdayaan 
rnasyarakat, 

b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenterarnan 
dan ketertiban umum yang meliputi : 

1. Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara 
Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional 
Indonesia mengenai program dan kegiatan 
penyelenqqaraan ketenterarnan dan ketertiban umum di 
wilayah kecamatan; 

2. Melakukan koordinasi dengan pemuka agarna yang. 
berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan 
ketenterarnan dan ketertiban umum masyarakat di 
wilayah kecamatan; 

3. Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan 
ketertiban kepada Walikota . 
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c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegaknn peraturan 
perundanq-undanqan yang meliputi : 

1. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat 
daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan 
peraturan perundanq-undanqan: 

2. Mela kukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat 
daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan 
peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian 
Neqara Republik Indonesia; 

3. Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan 
peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan 
kepada Walikota. 

d. Menqkoordlnaslkan pemellharaan prasarana dan fasilitas 
pelayanan umum yang meliputi : 

1. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat 
daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan 
funqs'nya di bidang pemeliharaan prasarana dan 
fasilitas pelayanan umum; 

• ••• - 
2. . . 

Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalarn 
• 

pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas 
• pelayanan umum; • 

Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan 
fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada 
Walikota. 

e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerinta- 
han ditingkat kecamatan yang meliputi ; 

1. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat 
daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenqqaraan 
kegiatan pemerintahan; 

2. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan 
dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi 
vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan 
pemerintahan; 

3. Me'akukan evaluasi penyelenggaraan · kegiatan 
pemerintahan di tingkat kecamatan; 

4. Melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di 
tingkat kecamatan kepada Walikota. 

3. 
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f. Membins penyelenqqaraan pemerintahan kecarnatan yang 
meliputi : 

1. Melakukan pembinaan dan pengawasa.n tertib 
adminlstrasl pemerintahsn kelurahan; 

2. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan 
konsultasi pelaksanaan administrasi kelurahan; 

3. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lurah; 

4. Melakukan pernbinaan dan pengawasan terhadap . 
peranqkat kelurahan; 

5. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintshan 
kelurahan di tingkat kecamatan; 

6. Me1aporkan oelaksanaan pembinaan dan penqawasan 
penyelenggaraan pemerintahan kelurahan di tingkat 
kecarnatan kepada Walikota. 

g. Melaksanakan pelayanan rnasyarakst yang meliputi : 
• 

• 

• 

. - 
standar pelayanan 

pelayanan kepada 

• 

dan penqawasan terhadap 
kepada masyarakat di 

Melakukan perencanaan kegiatan 
rnasyarakat di kecamatan; 

Melakukan percepatan pencapaian 

1 . 

2. 

3. 

minimal di wilayahnya; 

Melakukan pembinaan 
pelaksanaan pelayanan 
kecarnatan; 

4. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan 
kepada masyarakat di wilayah kecanratan; 

5. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada 
masyarakat di wilayah kecamatan kepada Walikota. 

(2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Carnal 
melaksanakan kewensngan pemerintahan yang dilirnpahkan 
oleh \Valikota untuk menangani sebaqian urusan Otonomi 
Daerah yang rnelipuf aspek : 

a. Perizinan ; 

b. Rekomenclasi ; 

c. Koordlnasl ; 

d. Pembinaa.1 ; 

e. Pengawasan ; 

f. Fasilitasi ; 

g. Penetaparr ; 

h. Penyelenggaraan kewenangan lain yang dilimpahkan. 
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Pasal4 

(1) Sekretariat rnempunyal tugas menyelenggarakan pengelolaan 
penyusunan perencanaan dan program, urusan keuangan, 
kepegawaian, umum dan mengkoordinasikan secara teknis dan 
administratif pelaksanaan kegiatan Kecamatan serta 
rnelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat. 

(2) Untuk menyelenggarakan tug as dimaksud pada ayat (1 ), 
Sekretariat mempunyai fungsi : 

a. Penyusunan rencana kegiatan dan proqram kerja 
Kecamatan: 

• 

b. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan 
pelaporan pertanqgungjawaban keuangan; 

c. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana; 

d. Penqelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan 
perlengkapan; 

e. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan 
kearsipan serta melaksanakan pelayanan publik: •. 

. 
f. Penyiapan data dan informasi, kepustakaan, hubungan 

masyarakat dan inventarisasi; 

g. Pelaksanaan koordinasi terhadap 
cilaksanakan di lingkungan Kecamatan. 

Pasal5 

kegiatan yang 

(1) Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) Sub Bagian yaitu : 

a. Sub Bagian Penyusunan Program ; 

b. Sub Bagian Keuangan ; 

c. Sub Bagian Kepegawaian dan Urnurr; 
• (2) Sub Baqian-Sub Bagian dimaksud pad a ayat (1) masing-masing 

dipimpin oleh t3eorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah 
dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. 

Pasal 6 

Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas : 

Menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka 
penyusunan proqram kerja, rencana kerja dan penyusunan 
Laporan Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah; 

b. Menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tata laksana serta 
penyusunan produk hukumnya; 

• 

a. 
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c. Menyusun dan menyiapkan laporan kegiatan Kecamatan; 

d. Melaksanakan koordinasi dalam rangka perencanaan program 
kerja dan rencana kerja Kecamatan; 

e. Menyiapkan bahan evaluasi dan monitoring pelaksanaan 
r.·ogram kerja; 

f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris 
sesuai denqan bidang tugasnya. 

Pasal7 

Sub Bagian Keuanqan mempunyai tugas : 

a. Menphimpun dan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran 
(RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); 

b. Melakukan pengelolaan keuangan anggaran Kecamatan; 

c. Mengurus pembayaran gaji, keuangan, perjalanan dinas dan 
keuangan lainnya; 

d. Menyusun dan menyiapkan laporan pertanggungjawaban 
keuangan; 

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

Pasal8 

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyal tugas : , 

a. Menyusun dan memelihara data administrasi kepegawaian serta 
data kegiatan yang berhubungan dengan kepegawaiar1; 

b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan 
dan pensembanqan pegawai, mutasi pegawai serta pengelolaan 
adrninistrasl kepegawaian; 

c. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, kegiatan 
pemberian informasi dan hubungan masyarakat serta 
menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan publik; 

d. Menyusun rencana kebutuhan dan melaksanakan pengelolaan 
barang milik kecarnatan serta mengurus pemeliharaan 
kebersihan dan keamanan kantor; 

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh · Sekretaris 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

- 

• 



' 

9 

' 
- 

Pasal9 

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas : 

a. Mengurnpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang tata 
pemerintahan; 

b. Menyiapkan bahan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan 
umum, kelurahan, keagrariaan, administrasi kependudukan dan 
catatan sipil; 

c. Menyiapkan bahan pembinaan kegiatan organisasi sosial politik · 
dan kernasyarakatan, ideologi negara dan kesatuan bangsa 
serta membantu pelaksanaan pemilu anggota DPR, DPD dan 
DPRD, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 

d. Melakukan pelayanan kepada rnasyarakat di bidang 
peraturan dengan • sesuat pemerintahan dan keagrariaan 

perundanq-undanqan yang berlaku; 

. e. Menyiapkan bahan evaluasi dan menyusun laporan di bidang 
tata pemerintahan; 

• 

f. l\�elaksa11akan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait, 
lembaga nor, pemerintah dan masyarakat dalam rangka 
kelancaran pelaksanaan tugas; 

g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat 
sesuai denqan bidang tugasnya. 

Pasal 10 

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas : 

a. Me:ngumpulkar1, mengolah dan mengevaluasi data dibidang 
ketentraman dan ketertiban; 

b. Menyiapkan bahan pembinaan penyelenggaraan ketentraman 
dan ketertiban serta kegiatan perlindungan masyarakat; 

c. Melaksanakan penertiban dalam rangka penegakan Peraturan 
Daerah serta ketentuan dan peraturan perundangan lainnya; 

d. Melaksanakan pengamanan wilayah dalam rangka mencegah 
timbulnya gan11guan keamanan dan ketertiban, terrnasuk dalam 
penjagaan rumah jabatan Camat; 

e. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dengan Kepolisian • 
Negara Republik Indonesia, Tentara Negara Inoonesla dan 
Pemuka Agama mengenai program dan kegiatan 
penyelenggara.:1n ketentraman dan ketertiban rnasyarakat di 

• 

wilayah kecamatan; 

• 
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f. Menyiapkan bahan evaluasi dan menyusun laporan dibidang 
ketentraman dan ketertiban; 

Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait, 
lembaga non pemerintah dan masyarakat dalam rangka 
kelancaran pelaksanaan tugas; 

h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

Pasal 11 

Seksi Perekonomian, Fisik dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas: 

a. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang 
perekonornian, fisik dan prasarana wilayah; 

b. Menyiapkan bahan pembinaan terhadap perkoperasian, 
• 

pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya 
dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian 
masyarakat; 

c. Menyiapkan bahan pembinaan pengelolaan kekayaan dan 

• 

g. 

inventarisasi kelurahan; ,. 

d. Menyiapkan bahan pembinaan kebersihan, keindahan, 
pertamanan dan sanitasi lingkungan; 

e. Menyiapkan bahan pembinaan dan pelaksanaan pemeliharaan 
prasarana dan fasi'itae pelayanan umum; 

f. Menyiapkan bahan evaluasi dan menyusun laporan dibidang 
perekonomian, fisik dan prasarana wilayah; 

g. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait, 
lembaga non pemerintah dan masyarakat dalam rangka 
kelancaran pelaksanaan tugas; 

h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Carnal 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

Pasal 12 
• 

• Seksi Sosial can Pernberdayaan Masyarakat mempunyai tugas : 

• 

,• 

• a . Mengurnpulkan, rnenqolah dan mengevaluasi data dibidang 
sosial dan pemberdayaan masyarakat; 

• 

' 
b. Menyiapkan bahan pembinaan dan pelayanan dibidang sosial, 

kepemudaan, peranan wanita dan olah raga; 

c. Menyiapkan bahan pembinaan kehidupan keagamaan, 
pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat; 

• 
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d, Menyiapkan bahan dalam rangka mendorong partisipasi 
masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pernbanqunan 
lingkup kecarnatan dalam forum, musyawarah perencanaan 
pembanqunan di kelurahan dan kecamatan; • 

Menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan dan penqawasan 
terhadap keselurahan unit kerja baik peraermtan maupun swasta 
yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemoeroavaan 
masyarakat; 

f. Menyiapkan bahan evaluasi dan menyusun laporan dibidang 
sosial dan pernberdayaan masyarakat; 

g. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait, 
lembaga non pemerintah dan masyarakat dalam rangka 
kelancaran pelaksanaan tugas; 

h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Carnat 
sesuai denqan bidang tugasnya. 

Pasal 13 
, .. 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas rnelaksanakan 
sebagian tugas Kecamatan sesuai dengan keahlian dan 
kebutuhan kegiatan teknis dibidang keahlian masing-masing; 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat 
(1) pasa! ini dipimpim oleh seorang Tenaga Fungsional Senior 
selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Camat; 

(3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam sub-sub • 

kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing 
dipimpin oleh seoranq Tenaga Fungsional Senior; 

(4) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis 
dan beban kerja yang ada; 

(5) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilakukan 
dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

• sesuat 

BAB Ill 

HUBUNGAN KERJA 
• 

Pasal 14 

(1) Setiap pimplnan unit kerja dalarn lingkungan Kecamatan di 
wilayah Kata Mojokerto wajib melal<sanakan koordinasi, integrasi 
dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kecamatan maupun 
antar unit kerja sesuai dengan bidang tugasnya maslng-maslnp: 

• 



• 
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(2) Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Kecamatan di 
wilayah Kata Mojokerto bertanggung .iawab memimpin dan 
mengkoordinasikan bawahannya serta rnemberikan bimbingan 
dan petunjuk pelaksanaannya. 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 15 

• 
Hal-ha! yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai 
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota 

Pasal 16 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada ta:iggal diundanqkan. 

Agar setiap orang rnenqetahuinya, mernerintahkan penqundanqan 
Peraturan Walikota ini dengan penernpatannya dalam Berita Daerah 

,. Kata Mojokerto . 

• 

Ditetapkan di Mojokerto 

• 

pada tanggal 1 September· 2008 

,• 
' • • 

I 

• • 

••• 

• 

• 

Diundangkan di Mojokerto 

Pada tanggal 1 September 2008 

-- 14< -- 
embina tJtama Mucla 

NIP. 080 070 846 
• 

' 

- 

• 

• 

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2008 NOMOR 25/D 
I 
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' 

LAMPI RAN 
. 

PERA TU RAN 

NOMOR • 

WALJKOTA MOJOKE.RTO 

39 TAHUN 2008 

TANGGAL • 
• 1 SEPTEMiER 2008 

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI 
KECAMATAN 

KOTA MOJOKERTO 

CA MAT 

• 
' 

- • 

·- 
• 

SUB BAGIAN SUB BAGIAN 
KEPEGAWAIAN KEUANGAN 

I DAN L:MUM 

lsus BAGIAN 
PENYUSUNAN 

PROGRAM 

1----------1 SEKRETARIAT 

i 
I 
i 

, . . . . - 

t Kl,l"ll�·ll 'lll< 
Ji\BA-rAN • 
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